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Salah satu putusan hakim dalam pemerksazan perdara pidana adalah
putlusan mali. Putusan mat dilakukan dengan berbagal peitimbangan-pertimbangan
hukum yang membenkan dorongan bagi haidm tahwa hukuman yang setimpal atas
perbustan tindak pidana tersedut adalah hukuman mati.

Meskipun hukuman mat telah diatuhkan pada seorang teriakwa peiaku
peduRan pidana tetapy dalam prnsipnya penerapan hukuman mab tersebut
haruslah menjunjung %ngg: nilst hak &2asi manusia sebagai mana diatur dalam
Kitab Undang-Undarg Hukum Acara Pdana serta digtur secar2 spesifik di dalam
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 festtang Mok Asas Manusia.

Undang-Undang DOasar 1945 menjelaskan dengan t{egas, bahwa Negars
Indonesa bevdssalkan atas huokum {techisstaat), tidak berdasarkan asas
kekugs=am belakws (machsstaat).

Ra! ini bera:f bahwa Republik indonega ialah Negars hukum yang
demalrats berdasarkan Pancasia dan Undang-Undang Dasar 1845, menjunjung
tinggi hak asasi manusie dan menjamin segala wasiga Negsra bersamaan
kedudukannya di dalam hokum dan pemenniah, serta wajib menunjung hokum dan
pemeritahan du dengan $idak ada kecualinya.

Kedudukan hak s2a3i manusa ini juga sangat penting dalam suatu proses
pemesilsaan temakwa yang disangkakan ftelah metskuksn peibuatan pdana,
karena dengan adanya penghormatan atas hak azass manusiad ersedwt maka
keaditan dan kepastian hukum akan dapat ditegakkan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didglam Sknpsi ini adalah
sebagai benkut :

1. Apakah hukuwmen mati masih petiu dilaksanakan dalam sistem pemidanaan di
indoresia ?

2. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan hukuman mati dengan hak asasi
manusia ?

Seteiah dilakukan peneiitisn dan pambahasan msake diketahui :

1. Faktor-faklor yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi pidana mati pada
dasamya disehabkan pruses bercasa di dalam KUHAP #u sendin yang
memakan wakiu panjang, baik itu dalam petaksanaan upaya hukum biasa
maupun juga upaya hukum luar biasa. Dengan adanya upaya-upaya hukum
tersett maka pelaksansan eksekuysi pidana mat menjadi tertunda selams
bertahun-tahun.
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2 Usaha yang dilakukan terpidana mati atas tertundanya eksekusi pidana mat,
Pada dasarnya meiiputt usaha meiakukan upaya - upaya hukum yaituy :
1) Umaya hukum biasa meliput
a) Banding
b) Kasasi
2) Upaya Hukum Luar blasa yaitu :
a. Pemeriksaan Kasasi
b. Peninjauan Kembali.
3) Permohonan grasi kepada presiden
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